BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR
28 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan
ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1645);



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali
mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4350);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor



4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

12.Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1237);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 28
TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 28

Tahun 2017 tentang uraian tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan

desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diubah sebagai

berikut:

Ketentuan Bab

[l Uraian Tugas Bagian Kelima Seksi Administrasi

Pemerintahan Desa Pasal 18 ayat 3 (Tiga) berbunyi sebagai berikut:

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kelima

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 18

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional program pembinaan Seksi

Administrasi Pemerintahan Desa;

b. Membagi

dan memberikan tugas kepada bawahan di Seksi

Administrasi Pemerintahan Desa sesuai fungsinya;



C.

Membimbing bawahan di lingkup Seksi Administrasi Pemerintahan

Desa;

. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Administrasi

Pemerintahan Desa;

. melaksanakan perumusan, kebijakan, fasilitasi dan pembinaan

kelembagaan dan aparatur pemerintah desa;
melaksanakan dan/atau memfasilitasi peningkatan dan penguatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa;

. menghimpun dan mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa serta Peraturan Bersama Kepala Desa;

. melakukan pendataan, evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja

aparatur perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
melakukan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;

. melakukan pembinaan kewenangan desa;

melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap struktur organisasi
pemerintahan di desa;
melaksanakan dan memfasilitasi rapat koordinasi aparatur

pemerintahan desa dan pemerintah daerah;

.melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan

dan aparatur pemerintah desa;

. melaksanakan perumusan, kebijakan, fasilitasi dan pembinaan

pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan Desa;
melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa;

. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan sistem Administrasi

pemerintahan desa;

melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan
administrasi pemerintahan desa;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu-waktu kepada pimpinan; dan

Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai

ketentuan yang berlaku.



Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram

Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

R

NS
~CHIERLY USMAN, SH
NP 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 366 NOMOR 2017



